DAFTAR PUSTAKA
Buku-Buku :
Abdul Bari Azed, Sistem-sistem Pemilihan Umum: Suatu Himpunan

Pemikiran, Badan Penerbit Fakultas Hukum Ul, Jakarta, 2000

Adnan Buyung Nasution, Arus Pemikiran Konstitusionalisme Tata Negara,
Kata Penerbit, Jakarta, 2007

Andrew Reynold dan August Mellaz, Pemilu Indonesia : Mendiskusikan
Penguatan Sistem, IDEA, Jakarta, 2011

Afan Gaffar, Javanese Voters, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta,
1992

Ahmad Zaenal Fanani, Teori Keadilan dalam Perspektif Hukum Islam,
Makalah pada Program Doktor llmu Hukum Ull Yogyakarta dikutip dari
Carl Joachim Friedrich, Filsafat Hukum Perspektif Historis, Nuansa dan
Nusamedia, Bandung, 2004

Akhmad Mujahidin, Ekonomi Islam, Pekanbaru, Suskapress

Ali Murtopo, Strategi Politik Nasional, CSIS, Jakarta, 1974

A Mukthie Fadjar, Reformasi Konstitusi dalam Masa Transisi Paradigmatik,
In-Trans, Malang, 2003

Chainur Arrasjid, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2004

Chatrina Darul Rosikah & Dessy Marliani Listianingsih, PENDIDIKAN
ANTIKORUPSI Kajian Antikorupsi Teori dan Praktik, Sinar Grafika,
Jakarta, 2016

Dahlan Thalib, “Pemilu Ditinjau dari Landasan Konstitusional UUD 1945~

250



Dahlan Thaib, Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Konstitusional, Total
Media, Yogyakarta: 2009

Dominikus Rato, Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami
Hukum, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010

Fajlurrahman Jurdi, Pengantar Hukum Pemilihan Umum, Kencana
Prenadamedia Group, Jakarta, 2018

G.J. Wolhoff, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Indonesia, Timun Mas,
Djakarta: 1960

Guntur Setiawan, Impelemtasi dalam Birokrasi Pembangunan, Balai
Pustaka, Jakarta, 2004

Gurnar Myrdal, Asia Drama, Volume |1, New York:Pantheon, 1968, him 937
Yang dikutip dari Ermansjah Djaja, Memberantas Korupsi Bersama
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),Sinar Grafika, Jakarta, 2010

Guy S. Goodwin-Gill, free and Fair Elections: International Law and Practice,
(Geneva: Inter-Parliamentary Union, 1994)

Harun Husein, Atas Nama Proporsionalitas, Dalam Republika, 2011

Helbert Edelherz, 1997, The Investigation of White Collar Crime, A Manual
for Law Enforcement Agencies, US Departement of Justice: Office of
Regional Operations, Law Enforcement Assistance Administration, him 4
dikutip dari Ermansjah Djaja, Memberantas Korupsi Bersama Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK),Sinar Grafika, Jakarta, 2010

Ira Alia Maerani, Hukum Pidana & Pidana Mati, Unissula Press, Semarang,
2018

Jawade Hafidz Arsyad, Korupsi dalam Perspektif HAN, Sinar Grafika,
Jakarta, 2015

251



Janedri M. Gaffar, Politik Hukum Pemilu, Kompress, Jakarta, 2012

Jeremy Bentham, Introduction to the Principles of Morals and Legislation,
Clarendon Press, Oxford, 1789

Jimly Asshiddigie, Menegakkan Etika Penyelenggara Pemilu, Raja
Grafindo, Jakarta, 2013

Jimly Asshiddigie, Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia, Konstitusi
Press, Jakarta, 2005

Jimly Asshidigie, Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan
dalam UUD 1945, FH UII Press, Yogyakarta, 2004

Jimly Asshiddigie, Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan
Pelaksanaannya di Indonesia (Pergeseran keseimbangan antara
Individualisme dan kolektivisme dalam kebijakan Demokrasi Politik dan
Demokrsi Ekonomi selama Tiga Masa Demokrasi, 1945-1980, Cet. I, PT.
Ichtar Baru van Hoeve, Jakarta, 1994

Jimly Asshiddigie, Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia: Pasca
Reformasi, PT Bhuanallmu Populer, Jakarta, 2008

Jimly Asshiddigie, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca
Reformasi, Sinar Grafika, Jakarta, 2012

Jimly Asshiddigie, “Pengenalan tentang DKPP Untuk Penegakan Hukum,”
makalah yang di sampaikan dalam Forum Rapat Pimpinan Kepolisian
Republik Indonesia di Jakarta pada Februari 2013

Jimly Asshiddigie, Anomi dan Anomali, dalam Suara Karya, 20 Juni 2006

Kacung Marijan, Sistem Politik Indonesia, Kencana Prenadamedia Group,
Jakarta, 2010

252



Miriam Budiardjo , Dasar-Dasar IImu Politik, PT.Gramedia Pustaka Utama,
Jakarta, 2008

Moh. Mahfud MD, “Perkembangan Politik Hukum, Studi tentang Pengaruh
Konfigurasi Politik terhadap Karakter

Moh. Mahfud MD, Perdebatan Hukum Tata Negara Pascaamandemen
Konstitusi, Rajawali Pers, Jakarta, 2010

Moh. Mahfud MD, Politik Hukum Hak-Hak Azasi Manusia, Pidato
pengukuhan guru besar pada fakultas hukum UlI, Yogyakarta, September
2001

Moh. Mahfud MD, Sudah Habis Teori di Gudang, harian KOMPAS, 11
September 2002

Moh. Yamin, Naskah Persiapan UUD 1945, Jajasan Prapantja, Jakarta, hal.
234. Lihat juga dalam Ni’matul Huda, Hukum Tata Negara Kajian
Teoritis dan Yuridis Terhadap Konstitusi Indonesia, Pusat Studi Hukum
Fakultas Hukum UlI bekerja sama dengan Gama Media, Yogyakarta, 1999

Mulyana W. Kusumah, dkk., Menata Politik Paska Reformasi, KIPP
Indonesia, Jakarta, 2000

Nurdin Usman, Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum, Grasindo,
Jakarta, 2002

Ramlan Surbakti, dkk, Perekayasaan Sistem Pemilu untuk Pembangunan
Tata Politik Demokratis, Cet I, Kemitraan, Jakarta: 2008

Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik, Gramedia Widya Sarana, Jakarta:
1992

Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti,
Bandung, 1999

253



Rohim, Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi, Pena Multi Media, 2008

Romi Librayanto, Ilmu Negara Suatu Pengantar, Pustaka refleksi, Makassar,
2009

Ronny Gunawan K., Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Terbit Terang,
Surabaya, 2011

Ronny Hanitijo Soemitro, Methodologi Penelitian hukum dan Jurimetri,
Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990

Rush Michael dan Althoff Phillip, Pengantar Sosiologi Politik, Raja Grafindo
Persada, Jakarta, 1997

Sabri Samin, Pidana Islam dalam Politik Hukum Indonesia, Kholam,Jakarta,
2008

SCTV, Tern of References, Visi 2020 Penegakan Hukum

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Ul-Press, Jakarta, 1981

Sudarto, Hukum Pidana I,Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Undip
Semarang, Semarang, 2009

Sri Soemantri M., Sistem Pemilu Dalam Ketatanegaraan Indonesia”, dalam
Majalah PERSAHI, Nomor Ketiga, Januari 1900

Sri Sumarwani, Sejarah Perundang-Undanagan Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi, Undip Press, Semarang, 2012

Surachim & suhandi cahaya, strategi korupsi dan teknik, sinar grafika,
Jakarta, 2011

254



Syamsuddin Haris, Menggugat Pemilihan Umum Orde Baru, Sebuah Bunga
Rampai. Yayasan Obor Indonesia dan PPW-LIPI, Jakarta, 1998

Syahrial Syarbaini,dkk, Sosiologi dan Politik, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002

Syed Hussein Alatas, Sosiologi Korupsi, Rineka Cipta, Jakarta, 1986

Tim Redaksi, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017
Tentang Pemilihan Umum, Laksana, Yogyakarta, 2017

Topo Santoso, 2016, Asas-Asas Hukum Pidana Islam, Cetakan Pertama,
Rajawali Pers, Jakarta, hal. 86 dikutip dari Masjid Khadduri, 1984, The
Islamic Concept of Justice, The Johns Hopkins University Press,
Baltimore and London

W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka,
Jakarta, 2005

Zinal Arifin Mochtar, “Koruptor Bukanlah Kita”, Kompas, 1 Oktober, 2018

Jurnal :

Ahmad Zazili, “Pengakuan Negara Terhadap Hak-hak Politik (Rigth to
Vote)Masyarakat Adat dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum”, Jurnal
Konstitusi, Vol .9 No. 1, 2012

Hanum Hapsari, Dilema Pelarangan Mantan Narapidana Korupsi Mendaftarkan
Diri Sebagai Calon Legislatif, Dalam Jurnal ilmiah, VVol. 4 Nomor 2 Tahun 2018

IGM Nurdjanah, dalam Zudan Arif Fakrullah, “Akuntabilitas Kebijakan dan
Pembudayaan Perilaku AntiKorupsi”, Jurnal Perspektif, Volume XVI No. 2,
Edisi April 2010

255



Yasmirah Mandasari Saragih, Peran Jaksa Dalam Pengendalian Tindak Pidana
Korupsi, Dalam jurnal ilmiah Research Sains, VVol.1 No.3 Oktober
2015,diterbitkan oleh www.jurnalmudiraindure.com

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara
Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999

PKPU Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten/Kota

Internet :

https://instagram.com/komikrukii?utm_source=ig_profile-
share&igshid=6bc5p38f0li2, diakses pada tanggal 1-04-2019 Pukul 10.08
wiB

https://tirto.id/korupsi-di-indonesia-warisan-feodal-abadi-berkatsoeharto-
cFMt, diakses pada tanggal 2-04-2019 Pukul 18.30 WIB

https://beritagar.id/artikel/berita/para-terpidana-korupsi-yang-dicabuthak-
politiknya, diakses pada tanggal 2-04-2019 Pukul 19.22 WIB

file:///G:/Contoh%20file%20jurnal/putusan%20MK%20bisa%20di%20copy.p
df di akses pada tanggal 3-04-2019 Pukul 07.23 WIB

256


http://www.jurnalmudiraindure.com/
https://instagram.com/komikrukii?utm_source=ig_profile-share&igshid=6bc5p38f0li2
https://instagram.com/komikrukii?utm_source=ig_profile-share&igshid=6bc5p38f0li2
file:///G:/Contoh%20file%20jurnal/putusan%20MK%20bisa%20di%20copy.pdf
file:///G:/Contoh%20file%20jurnal/putusan%20MK%20bisa%20di%20copy.pdf

http://www.buattesis.com/2011/10/cara-memilih-purposive-sampel.html, yang
diakses pada tanggal 21 April pukul 22.00 WIB

https://www.google.com/search?g=ruang+lingkup+korupsi+tuti+budirahayu&
og=ruang+lingkup+korupsi+tuti+budirahayu&ags=chrome..69i57.14296j0
j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8 di akses pada tanggal 27-04-2019 Pukul
19.10 WIB.

https://pakarkomunikasi.com/pengertian-studi-kasus-menurut-para-ahli di
akses pada tanggal 3-04-2019 Pukul 20.00 WIB.

http://www.buattesis.com/2011/10/cara-memilih-purposive-sampel.html, yang
diakses pada tanggal 21 April pukul 22.00 WIB.

https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4131147/kpu-jateng-coret-
seorang-bacaleg-mantan-napi-korupsi diakses pada tanggal 28-04-2019
Pukul 15.00 WIB.

https://id.wikipedia.org/wiki/Wawancara, di unduh pada hari selasa tanggal 12
jui 2019 pukul 23.43 WIB

http://raypratama.blogspot.co.id/2012/02/unsur-unsur-tindak-pidana-
korupsi.html, diunduh pada Hari Jumat Tanggal 12 Juli Pukul 20.28 WIB

https://nasional.kompas.com/read/2018/09/15/11482971/pakar-putusan-ma-

terhadap-pkpu-menjauhkan-dari-hukum-progresif?page=2 di akses pada
tanggal 2 Agustus 2019 Pukul 19.30

257


https://www.google.com/search?q=ruang+lingkup+korupsi+tuti+budirahayu&oq=ruang+lingkup+korupsi+tuti+budirahayu&aqs=chrome..69i57.14296j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=ruang+lingkup+korupsi+tuti+budirahayu&oq=ruang+lingkup+korupsi+tuti+budirahayu&aqs=chrome..69i57.14296j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=ruang+lingkup+korupsi+tuti+budirahayu&oq=ruang+lingkup+korupsi+tuti+budirahayu&aqs=chrome..69i57.14296j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://pakarkomunikasi.com/pengertian-studi-kasus-menurut-para-ahli
https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4131147/kpu-jateng-coret-seorang-bacaleg-mantan-napi-korupsi%20diakses%20pada%20tanggal%2028-04-2019
https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4131147/kpu-jateng-coret-seorang-bacaleg-mantan-napi-korupsi%20diakses%20pada%20tanggal%2028-04-2019
https://id.wikipedia.org/wiki/Wawancara
http://raypratama.blogspot.co.id/2012/02/unsur-unsur-tindak-pidana-korupsi.html
http://raypratama.blogspot.co.id/2012/02/unsur-unsur-tindak-pidana-korupsi.html
https://nasional.kompas.com/read/2018/09/15/11482971/pakar-putusan-ma-terhadap-pkpu-menjauhkan-dari-hukum-progresif?page=2
https://nasional.kompas.com/read/2018/09/15/11482971/pakar-putusan-ma-terhadap-pkpu-menjauhkan-dari-hukum-progresif?page=2

